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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi yang diwujudkan dalam melaksanakan pembangunan pada 

bidang kehidupan sudah menjadi tekat bersama, sudah direncanakan, 

dicanangkan dan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Salah 

satu hal yang menonjol dalam modernisasi itu adalah adanya pertumbuhan 

“korporasi’\badan hukum). Dimana dengan pertumbuhan korporasi yang 

semakin pesat itu hampir ada pada setiap kehidupan. Dengan itu diharapkan 

dapat membantu dan mendukung pembangunan demi terwujudnya masyarakat 

dan bangsa semakin maju sejahtera,adil dan bermartabat sesuai dengan cita - 

cita bangsa. Mengingat hal itu maka, perlu adanya aturan bagi korporasi dalam 

melaksanakan kegiatanva, sehingga tujuan bangsa dapat diwujudkan.

Munculnya korporasi sebagai subjek hukum merupakan suatu 

perkembangan dan kemajuan dari hukum pidana di Indonesia,yang mana 

dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipakai saat ini, 

hanya mengenal manusia sebagai subjek tindak pidana. Mengenai korporasi 

sebagai subjek hukum di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru karena 

sudah diatur sejak lama dalam UU No 7 drt Tahun 1995 yaitu undang - undang 

pemberantasan tindak pidana ekonomi, yang selanjutnya juga diatur dalam 

undang - undang tindak pidana korupsi. Sebagaimana halnya manusia, “badan

semua
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hukum (korporasi) dapat mempunyai hak dan kewajiban, serta pula dapat 

melakukan hubungan hukum (rechtshetrckking), baik antara badan hukum yang 

satu dengan badan hukum yang lain, maupun badan hukum dan orang”.1

Adanya badan hukum (rechfspe.rsoon) di samping manusia adalah suatu 

realitas yang timbul karena kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah - 

tengah masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perorangan, 

juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus 

diperjuangkan bersama juga. Oleh sebab itu, mereka berkumpul

mempersatukan diri dengan membentuk suatu oraganisasi dan memilih

pengurus untuk mewakilinya. Mereka juga memasukan harta kekayaan mereka

masing - masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan - 

peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka atau organisasi itu.

“Dalam pergaulan hukum, semua orang, yang mempunyai kepentingan 

bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut perlu sebagai 

“kesatuan yang baru”, yang mempunyai hak - hak dan kewajiban anggotanya 

serta dapat bertindak hukum sendiri”.2

I Riduan Syahrani.2004.Rengkuman Inti San Ilmu Hukum.?T Cilra Adilva Bakli.Bandung.hlm. 135 
Ali Rido. 1977. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroanperkumpulan.  koperasi,vavasan.wakaf' 

Alumni Bandung.hlm. 10
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Untuk mengetahui hakikat dari badan hukum, dalam ilmu pengetahuan 

hukum, muncul bermacam - macam teori tentang badan hukum yang satu sama 

lain saling berbeda - beda. Berikut ini hanya lima macam teori yang sering 

dikutip oleh penulis hukum.3

1. Teori Fictie
Menurut teori ini, badan hukum itu semata - mata buatan negara saja, 

badan hukum adalah suatu fictie, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, 

tetapi orang menghidupkanya dalam bayangan sebagai subjek hukum.

2. Teori Ilarta Kekayaan bertujuan
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek 

hukum. Namun menurut teori ini, ada kekayaan yang bukan merupakan 

kekayaan seseorang,melainkan kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu.

3. Teori organ
Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak dan bukan kekayaan 

yang tidak bersubjek. Akan tetapi adalah suatu organisme yang nyata dalam 

pergaulan hukum.

4. Teori Proprict Collccticf

Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan 

kewajiban para anggota bersama.

5. Teori Kenyataan Yuridis

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu relitet,konkret dan 

riil, walupun tidak bisa diraba,bukan khayal tetapi kenyataan yuridis.

“Meskipun teori - teori tentang badan hukum tersebut berbeda- beda

dalam memahami hakikat hukum, namun teori - teori itu sependapat, bahwa

3 Chidir Ali A976.Badan Hukum Alumni.Bundung.hlin 15- 17
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badan - badan hukum dapat berkecimpung dalam pergaulan di masyarakat, 

meskipun ada beberapa pengecualian'’.4

Sehubungan dengan hai di atas, pertumbuhan korporasi berdampak fositif, 

lain seperti membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan 

Negara di sektor pajak^. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan 

“korporasi” yang semakin pesat tersebut serta dalam melaksanakan kegiatanva 

berdampak negatif dengan munculnya banyak kejahatan, yang dikenal dengan tindak 

pidana korporasi. Proses kejahatan korporasi meliputi :6

1. Mencari Keuntungan (uang)

2. Mengahalalkan segala cara demi mencapai keuntungan tersebut

3. Melanggar Norma Hukum

4. Menjadi bentuk Tindak Pidana Korporasi yang salah satunya Tindak Pidana 

Korupsi

antara

Salah satu bentuk kejahatan korporasi antara lain korupsi yang dilakukan dalam 

korporasi, walaupun di Indonesia sendiri belum ada aturan yang khusus mengenai 

korupsi yang dilakukan korporasi ini. Namun dalam catatan Indonesian Corruption

4 ibid .hlm 84
5 Rubcn Aclimnd dan R M lchsan. 2002. Bahan Kuliah Korporasi dan Berbonkan. Fakultas Hukum UNSRI 
Indcralnva.hlnv 1

Hamzah Halrik. I996.zta Perlan^m^jawahan Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Raja Grafindo 
Pcrsada.Jakarta.hlm.44
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Watch (!CW)t selama kurun waktu 1999 hingga 2006 terdapat sejumlah 697 kasus 

korupsi dengan pembagian; jumlah kasus yang melibatkan anggota legislatif 

sebanyak 27 kasus; mantan anggota legislatif sebanyak 28 kasus yang telah diproses 

di Pengadilan, sementara kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta (badan hukum) 

sebanyak 14 kasus. Dari 69 kasus tersebut, 27 kasus yang diputus bebas oleh- 

pengadilan, dan 42 kasus yang dinyatakan bersalah*. Sebagai contoh ; antara lain 

kasus korupsi yang dilakukan oleh Trio Mantan Direktur Bank Mandiri, ECW 

Neloe,l Wayan Pugeg dan M Sholeh Tashripan yang terkait dugaan korupsi sebesar 

Rp 160 Milyar dalam pengucuran kredit ke PT Cipta Graha Nusantara, serta kasus

korupsi dengan tersangka Muchtar Pacpahan dalam kasus dana Jamsostek sebesar Rp 

1,8 Milyar.9 Semua kasus tersebut melibatkan badan hukum, dan kesemuanya

diputus bebas. Kemudian dalam situs KPK mengenai korupsi yang dilakukan dalam 

badan hukum10, contoh kasus korupsi pengadaan mobil transport di Palembang,atas

nama terdakwa Direktur CV Sain Candra sebesar Rp 200,7 juta. Kasus korupsi yang 

ddakukan PT Citra Marga atas nama terdakwa Direktur PT Citra Marga sebesar 1,7

M.

Jumlah kasus yang ada tentu lebih besar, karena data hanya berasal dari media nasional. 
HUp;\v\v\v.nnlikorupsi.org Pengadilan masih milik Koruptor.diakses Mei 2006

9 i larian Sumatra Ckprcs. Kuburan Pemberantasan Korupsi, tanggal 22 Februari 2006
10 Htlp.vvvv\v.K.PK.go.id .di akses Mei 2006.
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Sementara itu, data kasus Korupsi di Kejaksaan RI, selama kurun waktu 

empat tahun terakhir dari tahun 2003 2006, meliputi ;n

TABEL I
DATA KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN RI

Persentase Tingkat j

Penyelesaian
I Jumlah Kasus 

Korupsi
Tahun

93 %6242003

95%6172004

96 %7292005

84 %1912006
Sumber: Buku Agenda Satu Tahun Pembaruan Kejaksaan RI.2006

Mengenai kejahatan korporasi, belum ada aturan tersendiri di Indonesia.

Namun pengaturan menganai kejahatan korporasi ini, ada dan tersebar dalam Undang

undang di luar KUHP. Salah satunya yaitu Undang- undang No.3 Tahun 1971 jo

Undang - undang No.31 Tahun 1999.jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak

Pidana Korupsi. Suatu kemajuan Undang - Undang tindak Pidana Korupsi, adanya

perluasan subjek dimana badan hukum dapat dipertanggungjawabkan, dalam UU

Korupsi tersebut. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang 

terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.12

" Harian Sumatra Okprcs.Buku Agenda Satu Tahun Temaruan Kejaksaan RI.Tanggal 7 September 2006 
12 Lihat Pasal 1 ayal 1 UU 31 Tahun 1999
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Korupsi dalam kaitanya dengan yang dilakukan oleh korporasi harus 

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini cukup beralasan dan sesuai dengan 

beberapa rekomendasi PBB (mengenai “the preven/ion of erime and the tretment 

• of offenders), yang menyatakan antara lain:13

/. Dalam rekomendasi kongres PBB ke 8/1990, ditegaskan bahwa, agar ada 

tindakan terhadap perusahaan (badan hukum) yang terlibat dalam perkara 

korupsi, (“f a ke appropriate measures ageints Enterprises involved i n 

cor r upt ion ”)

2. Dalam Dokumen Kongres PBB ke 9/1995 ditegaskan bahwa “korporasi”

asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam “penyuapan para

pejabat" untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis.

Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan untuk digunakan mencapai 

keuntungan ekonomis. Yang tujuanya agar pejabat memberi perlakuan . .

istimewa kepada korporasi.

Korupsi termasuk kejahatan kera putih (white cofor erime). Menurut 

Raida L.Tobing, tipe pelaku kejahatan kera putih meliputi:

1. dilakukan oleh orang yang berpangkat
2. mempunyai ilmu pengetahuan
3. status sosial pelaku cukup
4. mempunyai kewenangan

Barda Nawawi Ancf.2001 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Citra 
Adilya Bakti.Bandung.hlm 152-153
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5. mampu dalam perekonomian11

Tipe tersebut dapat menyebabkan korupsi, khususnya orang yang berada atau 

bekerja pada suatu badan hukum.

Apabila kita lihat,Tindak Pidana Korupsi berakibat sangat fatal, baik 

, dari segi politik,ekonomi,Hankamnas.mental dan I-Iukum.15 Contoh

1. Akibat dari segi politik:

- kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

- kurangnya kewibawaan terhadap pemerintah

2. Akibat segi ekonomi:

- mempunyai pengaruh terhadap pendapatan negara

- mempunyai pengaruh dihidang perkreditan.

3. Akibat dari segi hukum

- mempunyai pengaruh terhadap lemahnya penegakan hukum

- mempunyai pengaruh munculnya mapia peradilan ”

Mengingat bahwa “korupsi” ini dapat dilakukan oleh siapapun.

termasuk dalam hal ini korupsi yang dilakukan dalam badan hukum. Serta

meiihat akibat yang ditimbulkanya sangat berat, maka terhadap badan hukum 

yang melakukanya harus ada pertanggungjawabnya secara pidana, khususnya 

dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Dalam Undang Tindak

Raida L. Tobim».2002Perkembangan Kejahatan Kera Putih Sebagai Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Tekhnologt (IPTEK). Di muat dalam Majalah Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
Departemen Kehakiman dan HAM. Jakarla.hlm 174.

Djoko Prnkoso. Rambang Riady I.ani dan A mi r Muhsin. 19<V7. Kejahatan yang membahaskan dan merugikan 
NcgaroAWim Aksnrn.JuknrUi.hlni 3()X- 406.
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Pidana Korupsi, jelas mengatur masalah pertanggungjawaban pidana 

korporasi, hal ini terlihat dalam isi Undang — Undang tersebut yang 

menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama sesuatu 

korporasi , maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap 

korporasi dan atau pengurusnya'’16

Kemudian, dalam Undang - undang Tindak Pidana Korupsi, juga 

dinyatakan bahwa, korporasi yang melakukan korupsi hanya dapat dijatuhkan 

pidana pokok berupa pidana denda, dan pidana tambahan. Namun dalam 

Undang - undang Tindak Pidana Korupsi, mengenai sanksi yang dijatuhkan

berupa pidana denda tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana

denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Menurut Barda Nawawi Arief, hal

tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penerapanya, karena menurut 

ketentuan Pasal 30 KUHP, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan pengganti.17 Bertitik tolak dari hal di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang 

ada, dan menuangkanya dalam judul skripsi mengenai “Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi “

16 Lihat,Pasal 20 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001
11 Barda Nawawi Aricf.2003.AT//;/7n Sclckla Hukum PuUina.Citra Aditya Bakti.Bandung.hIm.84
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B. Perumusan Masalah

Setiap perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentingan hukum, harus 

ada pertanggungjawabannya dari pihak yang melakukan. Berdasarkan latar belakang 

di alas, maka penulis mengambil masalah mengenai :

1. Bagaimanakah suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Tindak 

Pidana korupsi ?

2. Bagaimanakah Penyelesaian Pidana Denda oleh Terpidana Korporasi dalam 

tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada masalah yang ada, serta

mencegah terjadinya perluasan pembahasan, Maka masalah yang akan dibahas dalam

skripsi ini hanya lerbalas pada tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana,

khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999

jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Menganalisis secara yuridis, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 

tindak pidana korupsi

2. Mengetahui dan menganiiisis sistem pertanggungjawaban korporasi, 

berdasarkan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
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E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang ingin di capai yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sistem 

pertanggungjawaban pidana “korporasi11 dalam Undang - undang 1 indak 

Pidana Korupsi, sehingga hasilnya akan menjadi kajian akademis dalam teori 

penegakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini dapat disumbangkan kepada aparat penegak hukum dan

“korporasi” untuk menyelesaikan masalah, yang kaitanya dalam tindak pidana

korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu

menggambarkan segala fakta yang dihadapi, dimana penelitian dengan cara meneliti

dan menganalisis data secara kualitatif

2. Jenis data Penelitian

Data yang dipergunakan adalah data sekunder, sifat datanya adalah kualitatif 

yaitu dengan cara menggali pengetahuan mengenai “ pertanggungjawaban pidana 

korporasi “ khususnya dalam Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi, serta kasus 

korupsi yang dilakukan dalam badan hukum.
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3. Sumber Data Penelitian
18Sumber data penulisan dapat berupa data primer dan data sekunder . Data 

primer didapatkan melalui instansi yang berwenang memberikan keterangan, 

mengenai korupsi yang dilakukan oleh badan hukum. Sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a. Bahan hukum primer,meliputi.

• Undang - undang No 3 Tahun 1971 jo UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

• Konsep Rancangan KUHP 2003 - 2004

• Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

• UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana

• Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (B. W)

• Undang - Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB, Menangani 

Korupsi di Sektor Swasta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis di sini 

meliputi ; literatur, hasil penelitian,doctrin, majalah, dan surat kabar yang berakaitan 

dengan penulisan ini

11 Socrjo/io Sokanlo.2003./V/7t7/rtW7 Hukum Norma!//Raja Grufindo Pcrsudu.hlm. 14
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c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,indeks dan ensiklopedia serta

internet.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi 

lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu buku- 

buku yang berhubungan dengan kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, 

sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu melalui 

pihak pengadilan, untuk mendapatkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan badan

hukum.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan

yuridis artinya untuk mendapatkan hal yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan

sosiologis,ditujukan pada penerapan ketentuan perUndang-Undangan dalam praktek.

6. Analisis Data

Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Data dianalisis

secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakari hukum, serta model - model 

pendekatan dalam sistem peradilan pidana, kemudian data primer seluruhnya akan 

dilakukan kompilasi data,intervertasi data, dan data diolah dari deduksi ke induksi, 

sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada.
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